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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
) Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
C Jim J Je
C Ha h ha (dengan titik di bawah)
t Kha Kh ka danha
J Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
J Zai z Zet
O Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o Sad $ es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)
5 Za z zet (dengan titik di bawah)




d ‘ain ’ koma terbalik (di atas)
.& Ghain G Ge

o Fa F Ef

A Qaf Q Ki

d Kaf K Ka

J Lam L El

e Mim M Em

O Nun N En

N Wau W We

4 Ha H Ha

& Hamzah ) Apostrof
S Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
43 2ea) : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbutah
1. Transliterasi Ta marbutah hidup atau harakat fathtah, kasrah dan

dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: sl 88 3 : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri
2. Transliterasi 7a marbutah mati dengan “h”

Contoh: 4alla : Talhah

Jika Ta marbutah diikuti kata sandang “a/l” dan bacaan kedua kata

itu terpisah maka Ta marbutah tu ditransliterasikan dengan “h”
Contoh: 4iall 4 5 : Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia
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4. 4clax : ditulis Jama'ah. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata
lain, ditulis t
A Aaxl ; ditulis Ni 'matullah
)Jﬂéj\ 88 ) : Zakat al-Fitri
D. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

NO Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1. | R — Fattah a a
A immmen Kasrah 1 1
3. - o — Dammah u u
Contoh:

<3S _ kataba Ay yazhabu
Jis— sw’ila S3_ zukira
2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama

1. (; Fattah dan ya ai ai

2. j_ Fattah dan waw au au
Contoh

oS _ Kaifa Js - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

trasliterasinya sebagai berikut:
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NO | Tanda Nama Huruf Latin Nama
Vokal
1. oL fattah dan alif a a bergaris atas
2. . fattah dan alif a a bergaris atas
layyinah
3. o3 kasrah dan ya’ 1 1 bergaris atas
4. & e dammah dan waw a u bergaris atas
Contoh:

O.s:a3 : tyhibbiina

U\-uﬁ‘;” : al-insan

) : Rama
J8 qtla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

s
e

("“H : ditulis a’antum

L 9 ; ditulis mu annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di

awal kalimat, sedangkan ““al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1.

A

Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

Al-Bukhariy dalam muqgaddimah kitabnya menjelaskan ...
Masya’ Allah kana wa malam yasya’ lam yakun.

Billah ‘azza wa jalla

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

Q\)ﬂ\ ditulis al-Qur’an
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6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah
yang mengikutinya
Contoh:
dazdd) : ditulis as-Sayyi’ah
H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama
baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.
Contoh:

dasna :Muhammad

35l al-Wudd
I. Kata Sandang “J)”
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah

ditulis dengan menggunakan huruf “1”.
Contoh:

Q\)ﬁ\ ditulis al-Qur’an

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun
dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang
berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni
penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”,
dil.
Contoh:

&U‘d\ eu:}” : al-Imam al-Gazali

@Lm]\ (':.NJ‘ . al-Sab’u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau
harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.
Contoh:
A (4 _pad  : Nasrun Minallahi
|

lerea 3e¥) 4 Lillahi al-Amr jamia
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K. Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (*) atau apostrof jika
berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata,
maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.
Contoh:
C),-.’Jj\ e jl‘: f»‘«‘-}é\ : Thya’ ‘Ulum al-Din
L. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh :
O ) )l\ o }@J b O : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin
M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

em-w}-” C—‘-:“ : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam
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ABSTRAK

Sabira Ramadani. 2023. Perbandingan Judicial Review Antara Negara
Indonesia dengan Uruguay. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum
Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan judicial review antara Negara
Indonesia dengan Uruguay. Fokus penelitian ini adalah selain membahas
perbandingan dan akibat hukumnya dari adanya perbadingan kedua negara
tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetaui perbandingan antara judicial
review Indonesia dan Uruguay. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis-
normatif dan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Persamaan judicial review antara negara Indoensia
dengan Uruguay adalah sistem pengujiannya, ruang lingkup yang diuji, upaya
hukum, legal standing serta pengajuan permohonan. Sedangkan perbedaan
judicial review antara negara Indonesia dengan Uruguay adalah pada
kewenangan lembaga yang melaksanakan judicial review dan sifat putusan.
Persamaan akibat hukum judicial review adalah pada sistem pengujiannya,
ruang lingkup yang diuji, upaya hukum, legal standing serta pengajuan
permohonan yang mempunyai akibat hukum yang sama bagi harmonisasi
hukum. Perbedaan akibat hukum judicial review Indonesia dan Uruguay adalah
terfokus kepada pembagian kewenangan dan sifat putusan yang mempunyai

akibat hukum masing-masing.

Kata Kunci: Perbandingan, Judicial Review, Akibat Hukum
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia telah
disebutkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum dan tentunya
harus tunduk pada hukum. Negara hukum mempunyai norma hukum yang
sumbernya itu adalah undang-undang dasar sebagai jenjang norma yang lebih
tinggi.! Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
menyebutkan bahwa negara Indonesia memiliki lembaga kekuasaan
kehakiman. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah
Agung sebagai penguji Judicial Review. Konsep judicial review di Indoensia
dilakukan oleh lembaga tersebut yang mempunyai kewenangan masing-masing
dalam melaksanakan tugasnya.

Sejarah Judicial Review dilatarbelakangi oleh adanya kasus diantara
Marbury dengan Madison di Amerika Serikat pada tahun 1803 yang pada saat
itu Mahkamah Agung dipimpin John Marshal. John Marshal membatalkan
materi muatan pada Judiciary Act pada tahun 1789 karena materi muatan itu
bertentangan dengan konstitusi. Judicial Review merupakan mekanisme
pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kepada peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi yang sudah disahkan maupun
diundangkan baik itu secara formil maupun secara materiil. Selain Judicial

Review model pengujian undang-undang di berbagai negara itu beda, salah

! Maria Farida Indrati, “Ilmu Perundang-Undangan I: Janis, Fungsi dan Materi Muatan”
(Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), 44-45.



satunya yaitu Judicial Preview. Judicial Preview yaitu merupakan pengujian
yang masih dalam bentuk rancangan yaitu rancangan undang-undang yang
belum disahkan dan belum diundangkan oleh Presiden.?

Negara-negara yang menggunakan konsep Judicial Review antara lain
adalah negara Indonesia, Jerman, Hungaria, Italia, Amerika Serikat, Austria
dan Uruguay®. Negara dalam pengujian undang-undang mempunyai konsep
tersendiri dalam menentukan apakah undang-undang itu konstitusional atau
tidak. Indonesia dalam pengujian undang-undang dilakukan oleh lembaga
kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji
apakah undang-undang itu konstitusional atau tidak. Mahkamah Konstitui di
Indoensia lahir karena perlunya dan pentingnya penegakan konstitusi di
Indonesia pada bulan Agustus tahun 2003. Judicial Review itu adalah apabila
undang-undang telah disahkan dan juga sudah diundangkan kemudian diuji
apakah konstitusional atau tidak konstutusional seperti halnya diterapkan di
negara Indonesia. Judicial review sendiri karena memang pengujiannya setelah
undang-undang disahkan dan diundangkan maka itu akan menghambat pruduk
hukum yang dikeluarkan dan akan menimbulkan kekosongan hukum jika
masih banyak undang-undang yang ternyata tidak sesuai dengan konstitusi.

Merujuk ke dalam sebuah konteks isu hukum ketatanegaraan di
Indonesia, contohnya banyak sekali permohonan dalam hal pengujian terhadap
Undang-Undang kepada Mahkamah Konstiitusi maupun pengujian Peraturan

Perundang-undangan dibawah Undang-Undang kepada Mahkamah Agung. Hal

2 Jimly Asshiddigie, “Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara”
(Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 117.
3 Jimly Asshiddiqqie, “Model-Model Pengujian Konstitusional........ , 321



tersebut menunjukkan jaminan hak konstitusional warga negara dalam hal
mempertahankan haknya yang dilanggar oleh undang-undang yang sudah
dibuat. Masih banyak masyarakat yang tidak percaya pada produk hukum yang
dibuat dan menunjukkan banyak produk hukum undang-undang tidak sesuai
dengan nilai yang ada pada konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia melalui
website nya, diperoleh data dari tahun 2019 sampai dengan 2022* adalah

sebagai berikut yang akan dijelaskan dalam tabel:

Tabel 1.1
Data Putusan MK Tahun 2019-2022
Tahun Dikabulkan Ditolak Tidak Diterima
2019 4 49 29
2020 3 29 43
2021 14 44 29
2022 15 53 37
Total 36 175 138

Selain permohonan di Mahkamah Konstitusi juga ada putusan hak uji
materiil yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2019-2022°. Data

putusan HUM (Hak Uji Materiil) tersebut akan dijelaskan dalam tabel:

Tabel 1.2
Data Putusan MA Tentang HUM Tahun 2019-2022
Tahun Jumlah Putusan
2019 87
2020 62
2021 43

4 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-
Undang” 6 Agustus 2022, https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU (Diakses tanggal
8 Agustus 2022)

3 Direkori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Putusan Mahkamah Agung Hak
Uji Materiil”
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/mahkamah-
agung/kategori/hak-uji-materiil-1.html (Diakses tanggal 29 Maret 2023)




2022 63
Total 255

Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya permohonan yang diajukan
ke Mahkamah Konstitusi dan dengan adanya putusan tentang hak uji materiil
ke Mahkamah Agung tersebut masih banyak sekali undang-undang maupun
peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan konstitusi.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam menangani
Jjudicial review sangat penting adanya.

Selain Negara Indoensia, Negara Uruguay juga menggunakan pengujian
Undang-Undang dengan konsep judicial review yang mana pengujian undang-
undang setelah diundangkan dan terdapat keunikan dari negara Uruguay bahwa
yang berhak menjadi pengusul atas terjadinya ketidakkonstitusionalnya
undang-undang adalah semua warga negara Uruguay yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh adanya undang-undang tersebut, dengan
demikian di dalam penelitian ini akan dicari perbandingan antara negara
Indonesia dan Uruguay terkait dengan konsep Judicial Review sehingga nanti
ditemukan persamaan dan perbedaan diantara keduanya supaya menjadi
pandangan untuk sistem pengujian undang-undang yang lebih baik. Jika
dikaitkan dengan model judicial review dalam penelitian skripsi ini berupaya
untuk mengkaji konsep pengujian Undang-Undang di suatu negara dengan
konsep judicial review yaitu Negara Indonesia dengan negara Uruguay dan
akan menganalisis perbandingannya. Oleh sebab itu peneliti akan mengambil

judul yang akan diteliti tentang skripsi yang berjudul “PERBANDINGAN



JUDICIAL REVIEW ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN
URUGUAY”.
. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Perbandingan Judicial Review antara Negara Indonesia dengan
Negara Uruguay?
2. Bagaimana Perbandingan Akibat Hukum Judicial Review antara Negara
Indonesia dengan Negara Uruguay?
. Tujuan Penelitian
1. Menjelaskan Perbandingan Judicial Review Antara Negara Indonesia
dengan Negara Uruguay.
2. Menganalisis Perbandingan Akibat Hukum Judicial Review antara Negara
Indonesia dengan Negara Uruguay.
. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini nantinya diharapkan bisa berguna baik secara teoritis
maupun secara praktis:
1. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis digunakan sebagai pengembangan ilmu
pengetahuan serta dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran kritis
dalam wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum tata negara
yang membahas mengenai Perbandingan Judicial Review di Negara

Indonesia dan Negara Uruguay yang dapat dikembangkan secara akademis.



2. Kegunaan Praktis
a. Bagi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat khususnya bagi
wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam
menjalankan dan menyelesaikan tugas jabatannya dalam hal pengujian
Undanng-Undang kepada Undang-Undang Dasar serta Peraturan
Perundang-Undangan lainnya.
b. Bagi Pembentuk Undang-Undang
Penelitian ini diharakan mampu memberikan bahan pertimbangan
dan masukan untuk menjadi pedoman bagi pembentuk Undang-Undang
maupun Peraturan Perundang-undangan agar sesuai dengan Undang-
Undang Dasar (Law Making).
E. Kerangka Teori
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Teori Negara Hukum
a. Pengertian Negara Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia dalah negara
hukum. Negara hukum merupakan negara yang menempatkan hukum itu
paling tinggi atau disebut dengan supremasi hukum (Supremacy of law),
yang meliputi pemisahan kekuasaan dan perlindungan pada hak asasi
manusia. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah wajib patuh kepada

peraturan perundang-undangan. Negara hukum bisa diartikan sebagai



tunduknya penguasa kepada hukum yang dipandang sebagai esensi dari
negara hukum itu sendiri. Negara hukum adalah dimana orang-orang
memiliki hak kepada negara yang hak asasi manusia mereka diakui oleh
undang-undang. Hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang di dalam
kekuasaan negara dipisah-pisahkan mulai dari badan pembentuk undang-
undang, badan penyelenggara negara, badan-badan peradilan dan lainnya
untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang haknya merasa
dirugikan.® Negara hukum pada prinsipnya adalah negara yang mendasar
kepada hukum.” Pengertian negara hukum diartikan sebagai tunduknya
penguasa terhadap hukum yang merupakan esensi dari negara hukum itu
sendiri. Secara sederhana negara hukum dapat diartikan adanya orang-
orang yang ada di dalam negara dan dijamin oleh oleh hukum dengan
baik.® Negara hukum mempunyai aturan-aturan yang mengatur tentang
negaranya dan harus dipatuhi dan dijalankan dengan baik dan tentunya
sesuai hukum yang dibuat. Friedrich Julius Stahl juga menyebutkan
bahwa pengertian negara hukum adalah negara pada umumnya tidaklah
merupakan tujuan ataupun isi dari sebuah negara, tetapi negara hukum
menurutnya adalah cara untuk menentukan dengan cermat bagaimana
negara memberikan aturan ataupun batas-batas kegiatannya, kemudian

negara juga harus menentukan arah gagasan akhlak dari segi negara yang

6 Frans Magnis Suseno, “50 Tahun Negara Hukum”, dalam Imam Snshori Saleh dan Jazim
Hamidi, Memerdekakan Indonesia Kembali; Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati,
(Yogyakarta, IRCiSoD, 2004), 64.

7 Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto “Dasar-Dasar Ilmu Negara” (Semarang: BPFH
UNNES, 2018), 87.

8 Bahder Johan Nasution “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia” (Bandung: Mandar
Maju, 2012), 1.



bukan saja melindungi hak-hak perseorangan dan bukan saja untuk
mempertahankan hukum saja tanpa tujuan pemerintah. Maka dari itu
negara haruslah menjadi negara hukum sebagai pendorong untuk
kemajuan negara ini.’

Franz Magnis Suseno memberikan pengertian negara hukum
bahwa di dalam negara hukum yang berkuasa adalah hukum. Jalannya
pemerintahan dalam kekuasaan itu sesuai dengan dasar hukum dan batas-
batas hukum yang berlaku. Berbeda dengan negara kekuasaan yang
memang penguasa penuh di dalam memimpin negaranya. Pandangan lain
mengenai negara hukum juga dikemukakan oleh F.R Bothing yang
memberi pernyataan bahwa negara hukum adalah kekuasaan yang
dimiliki oleh pemegang kekuasaan dan dalam kekuasaan tersebut dibatasi
oleh hukum yang bertujuan untuk membatasi pemegang kekuasaan
tersebut. Oleh karena itu negara hukum harus mempunyai aturan yang
salah satunya dituangkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan
di suatu negara supaya terjadinya sistem aturan yang jelas baik secara
tertulis ataupun tidak tertulis. Hubungan anatara kekuasaan dan hukum
haruslah ada timbal baliknya, antara keduanya harus memberi
perlindungan hukum yang adil dan tepat kepada masyarakat. Negara
hukum tersebut juga menjamin adanya tertib

Negara hukum juga mempunyai konsep yang akan dijelaskan lebih

lanjut dalam konsep negara hukum.

° 0. Notohamidjoyo “Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa
Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia” (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), 24.



b. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum menurut A.V.Dicey yang merupakan salah
satu pelopor dari negara hukum rule of law / anglo saxon bahwa ada
unsur utama dalam negara yaitu adanya supremasi hukum, adanya
persamaan kedudukan di muka hukum dan menghargai hak individu
setiap manusia serta negara mempunyai proses peradilan. Negara hukum
harus benar-benar menjamin hak warga negaranya termasuk hak
konstutusionalitas. Negara bisa menegakkan hukum jika negara bisa
menjamin keadilan dan peraturan yang juga menjamin keadilan.'® Negara
itu harus menjadi negara hukum'' yang seharusnya jeli dengan batas
kewenangan suatu pemerintahan, cara memajukan dengan berakhlak baik
untuk negara. Plato dan Aristoteles merupakan filsuf Yunani Kuno yang
mengembangkang pemikiran tentang negara hukum. Plato dan
Aristoteles bisa disebut dengan tokoh yang memberikan gagasan tentang
negara hukum. Mengenai konsep negara hukum Plato dengan
memberikan istilah Nomoi yaitu negara akan baik jika hukum menjadi
dasar dalam penyelenggaraan negara, dan tujuan negara akan terwujud
apabila dasar atau pedoman dalam penyelenggaraannya adalah hukum.!?
Sedangkan konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah suatu
negara yang berdiri tegak diatas hukum yang berlaku. Hukum tersebut

harus bisa menjamin keadilan kepada rakyat di suatu negara tersebut.

10 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia” (Pusat
Stusi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan Sinar bakti, 1983), 153-154.

' 0. Notohamidjoyo, “Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa
Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia” (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), 24.

12 Sarja, “Negara Hukum: Teori dan Praktek” (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 15.
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Rakyat juga harus bisa menjadi warga negara yang baik, oleh sebab itu
rakyat harus diajarkan tentang keadilan, rasa kepedulian dan akhlak yang
baik supaya terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Menurut
Aristoteles penguasa di suatu negara adalah orang yang memegang
hukum dan keseimbangan didalamnya, dan manusia bukanlah orang yang

bisa memerintah negara tetapi akal pikiran yang adil.'?

Hukum yang
berdaulat dan sebuah konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara.
Hal tersebut dikatakan oleh Aristoteles mengenai negara hukum.'*

Konsep negara hukum pada umumnya yang terkenal adalah
gagasan tentang negara hukum di dunia yaitu konsep negara hukum
Anglo Saxon dan Eropa Continental. Konsep negara hukum Anglo Saxon
yang biasa dianut oleh negara dengan sistem Command Law adalah
konsep yang di dalam sistem hukum berdasarkan kepada yurisprudensi
atau keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk dijadikan dasar putusan
hakim selanjutnya.

A.V Dicey mengemukakan konsep negara hukum Anglo Saxon (the
rule of law) menjadi tiga poin penting sebagai berikut:
1) Adanya supremasi hukum pada negara, yang artinya usaha untuk

menempatkan hukum dengan posisi paling tinggi yang dengan

demikian hukum akan melindungi masyarakat tanpa ada intervensi

dari penyelenggara negara dan dari pihak manapun.

13 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”
(Jakarta: PSHTN FH UI, 1988), 153.

4 Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto “Dasar-Dasar Ilmu Negara” (Semarang: BPFH
UNNES, 2018), 88.
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2) Persamaan kedudukan manusia di mata hukum, maksudnya adalah
semua warga negara atau manusia harus diperlakukan secara adil oleh
pemerintah dan penegak hukum. Equality before the law memang
harus diwujudkan karena memang setiap orang itu tunduk dan patuh
pada hukum peradilan yang sama dalam artian proses hukumnya tanpa
pandang bulu.

3) Negara mempunyai proses peradilan, dalam hal ini proses peradilan
sangat penting karena menjadi tahapan suatu perkara oleh pihak
berwenang guna menemukan dan menegakkan keadilan.'

Konsep negara hukum Eropa Kontinental yang biasa dianut oleh
negara dengan sistem Civil Law ini Julius Stahl memberikan istilah
negara hukum yaitu rechtsstaat yang dibagi dalam empat konsep sebagai
berikut:

1) Adanya perlindungan hak asasi manusia, dalam artian bahwa manusia
di dalam negara hukum haruslah terjamin hak-haknya untuk
menciptakan masyarakat yang damai, adil dan sejahtera tanpa adanya
pelanggaran hak asasi manusia.

2) Terdapat pembagian kekuasaan di suatu negara, negara hukum
terdapat pembagian kekuasaan tidak lain untuk membatasi
kewenangan penguasa agar tidak bertindak secara sewenang-wenang
dan mengetahui batas segala sesuatu yang dilakukan penguasa.

Adanya pembagian kekuasaan juga supaya saling bekerja sama antara

5 Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto “Dasar-Dasar Ilmu Negara” (Semarang: BPFH
UNNES, 2018), 89.
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satu dengan yang lainnya, saling mengawasi dan tidak terjadi
pemusatan kekuasaan pada satu penguasa.

3) Pemerintahan harus berdasarkan kepada Uundang-undang, seorang
penguasa di dalam negara hukum dalam pemerintahannya harus
berdasarkan kepada hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum sebagai
aturan yang mengikat di dalam negara hukum tersebut. Hukum juga
sangat diperlukan masyarakat karena dijadikan sebagai pedoman atau
aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika berkehidupan berbangsa dan
bernegara dan terciptanya ketertiban hukum.

4) Negara mempunyai pengadilan tata usaha Negara, Julius Stahl
mengungkapkan bahwa negara mempunyai pengadilan tata usaha
negara karena pengadilan tata usaha negara sangat penting untuk
menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya.
Selain itu pengadilan tata usaha negara juga bisa mengontrol secara
yuridis apabila ada pelangggaran yang dilakukan pemerintah dalam
hal administrasi negara.'®

Konsep negara hukum menurut The International Commission of

Jurist mempunyai 3 point penting sebagai berikut:

1) Hukum sebagai kedaulatan tertinggi, tentu saja hukum berada di
tingkat yang lebih tinggi, maka secara otomatis di dalam negara

hukum negara harus tunduk dan patuh pada hukum.

6 Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto “Dasar-Dasar Ilmu Negara” (Semarang: BPFH
UNNES, 2018), 89.



13

2) Penyelenggara negara harus menghargai hak-hak individu manusia,
negara hukum sangat bergantung kepada hukum yang dibuat.
Penyelenggara dalam negara hukum juga harusnya menjunjung tinggi
hak-hak individu warga negaranya supaya terjamin dalam
kehidupannya.

3) Negara mempunyai peradilan yaang bebas dan tidak memihak,
peradilan di suatu negara harus adil, tidak memihak antara yang satu
dengan yang lain. Hal tersebut sangat penting karena hakim di dalam
pengadilan dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tidak
boleh terkena pengaruh intervensi dari pihak manapun. Konsep
tersebut berarti lebih menekankan bahwa negara hukum harus
mempunyai peradilan dengan prinsip yang bebas dan tidak memihak.

Penjelasan mengenai konsep negara hukum memberikan
kesimpulan bahwa suatu negara hukum sangat menekankan kepada
keadian di dalamnya dan terciptanya ketertiban masyarakat. Hal tersebut
merupakan tugas pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam
memberikan keadilan dan ketertiban masyarakat melalui hukum yang
dibuat dan diberlakukan. Negara hukum berdasarkan hukum yang
tertuang di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Maka dari itu
peraturan-peraturan semestinya tidak saling bertentangan antara yang
satu dengan yang lainnya.

Konsep negara hukum memiliki arti penting bagi Mahkamah

Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya. Hal tersebut disebabkan
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karena teori dalam sebuah negara hukum muncul yang bisa dibilang
sebagai penolakan atas paham kedaulatan raja dan kedaulatan negara,
yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi bukan terletak pada raja
dan negara namun terletak pada hukum. Hukum dalam paham ini adalah
sebagai perintah-perintah dari sebuah negara. Pada penelitian ini penulis
mempunyai pemahaman hubungan antara teori negara hukum dengan
konstitusi. Hal tersebut disebabkan karena lembaga kekuasaan
kehakiman yaitu mahkamah konstitusi memiliki peran yang sangat
penting untuk menegakkan konstitusi dalam sebuah negara. Melalui
judicial review hukum benar-benar diterapkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang
mempunyai aturan dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
Teori Kewenangan
Kata kewenangan dan wewenang terkadang memang disamakan
artinya.!” Namun, sebenarnya kedua hal tersebut berbeda tetapi masih
berkesinambungan artinya. Kewenangan berasal dari kata wewenang yaitu
hal yang berwenang, hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.
Kewenangan itu meliputi beberapa wewenang-wewenang, sedangkan
wewenang adalah kekuasaan untuk melaksanakan tindakan. Jadi wewenang
adalah bagian dari kewenangan.'® Kemudian menurut konsep Hukum Tata

Negara, kewenangan dan wewenang dijelaskan sebagai kekuasaan hukum

35-36

78

17 Miriam Budiardjo, “Dasar-dasar Ilmu Politik” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998),

18 Prajudi Atmosudirjo, “Hukum Administrasi Negara” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994),
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(rechtsmacht). Wewenang sering dikatakan sebagai hanya suatu bagian
tertentu dari kewenangan (onderdeel). Sedangkan kewenangan adalah
kekuasaan formal yang sumbernya dari undang-undang atau dari kekuasaan
legislatif. Kalau di dalam kekuasaan yang mengadili atau dengan kata lain
dalam kekuasaan kehakiman, kewenangan ini disebut sebagai yuridiksi atau
kompetensi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Kamal Hidjaz,
dijelaskan bahwa kata wewenang itu sama dengan kewenangan yang berarti
hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, hak untuk memberikan
keputusan, memerintah dan melimpahkan suatu tanggung jawab kepada
orang lain maupun kepada badan lain.!” Menurut para ahli terdapat beberapa
pengertian yang berbeda dalam mengartikan wewenang dan kewenangan.
Bagir Manan mengartikan wewenang adalah hak dan kewajiban. Hak
tersebut merupakan sebuah kebebasan untuk melakukan atau tidak
melakukan suatu tindakan tertentu, dan kewajiban adalah membuat
keharusan untuk melakukan sesuatu atau tidak. Kemudian F.P.C.L Tonner
menyebutkan bahwa kewenangan yang dalam hal ini adalah kewenangan
pemerintah yaitu kemampuan untuk melaksanakan hukum positif yang
dapat menciptakan hubungan hukum antara warga negara dan pemerintah.?’

Menurut Ferrazi menyebutkan bahwa kewenangan adalah hak untuk

19 Kamal Hidjaz, “Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan
Daerah di Indonesia” (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 35.
20 Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara” (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 100
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menjalankan fungsi manajemen pemerintahan yang bisa berupa pengaturan,

pengurusan, dan pengawawan.

21

Kewenangan terdapat beberapa wewenang yang mempunyai tiga poin

penting di dalamnya. Poin penting tersebut terdiri dari pengaruh, dasar

hukum dan konformitas hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a.

Pengaruh

Poin pertama ini penting karena pengaruh adalah daya yang ada
atau yang timbul dari suatu benda, barang atau apapun yang membentuk
kepercayaan, watak dan perbuatan seseorang, yang dalam hal ini yang
dimaksud pengaruh dalam wewenang adalah berguna sebagai pengendali
dari perilaku subyek hukum yang meliputi manusia (naturlijke person)
dan badan hukum (rechtpersoon).
Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan aturan-aturan atau dasar yang dipakai,
kalau dalam hal ini sebagai sumber berlakunya hukum dan
penyelenggaraan pemerintah di dalam suatu negara. Berkaitan dengan
wewenang, dasar hukum dijadikan sebagai hal yang penting karena
dalam wewenang diperlukan dasar hukum yang jelas supaya dapat

berjalan sesuai aturan yang jelas pula.

. Konformitas Hukum

Wewenang yang dijalankan oleh suatu pemerintahan harus

mempunyai standar yang jelas. Oleh karena itu konformitas hukum

21 Ganjong, “Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum” (Bogor: Galia Indonesia,

2007), 93.
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diperlukan supaya pemerintah di dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya mempunyai standar yang jelas antara wewenang yang

bersifat umum dan wewenang tertentu.

Pemerintahan dalam wewenangnya harus mempunyai dasar legalitas

yang jelas agar tidak terjadi kesewenang-wenangan para penguasa negara.

Selain kewenangan dan wewenang adapula yang sering menyamakan arti

kewenangan sebagai kekuasaan. Namun ada perbedaan antara keduanya

yaitu apabila kewenangan itu bersumber dari konstitusi atau mengandum

aspek hukum saja. Sedangkan kekuasaan itu mengandung aspek hukum dan

politik. Berdasarkan penjelasan tentang teori kewenangan tersebut akan

digunakan untuk menganalisis kewenangan lembaga yang melaksanakan

Jjudicial review baik di negara Indonesia maupun Uruguay.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang

berhubungan dengan penelitian peneliti baik itu skripsi, jurnal, tesis, dan

penelitian lepas (non skripsi dan non tesis), namun dengan fokus yang berbeda.

Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

Tabel 1.3

Penelitian Relevan

Nama (Tahun), | Metode Penelitian dan Hasil Perbedaan dan Persamaan
Judul Penelitan

Fadhli Zulfahmi | - Jenis penelitian Normatif, Pada skripsi tersebut
Nst (2018) - Penelitian tersebut memiliki sebuah persamaan
Perbandingan mengasilkan penelitian yaitu sama-sama membahas
Kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang Judicial review,
Mahkamah melakukan pengujian perbedaannya adalah
Konstitusi undang-undang  terhadap penelitian oleh Fadli dkk

Terkait Sistem

undang-undang yang

lebih fokus ke faktor-faktor
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Judicial Review sudah berlaku dan yang yang menyebabkan
Di Negara belum diberlakukan serta terjadinya Pengujian
Republik menjelaskan faktor-faktor undang-undang. Kalau
Indonesia Dan yang menyebabkan dalam penelitian ini
Hungaria) terjadinya pengujian membahas judicial review,

undang-undang. perbandingan dan akibat

hukumnya antara Indonesia
dan Uruguay.

Eka Nam Jenis Metode penelitian -persamaannya adalah
Sihombing, Yuridis-Normatif membahas kewenangan MK
Cynthia Hadit A Hasil penelitiannya adalah dalam Judicial review
(2022), kewenangan MK di Perbedaannya adalah pada
Perbandingan berbagai negara (Uruguay, objek yang dibahas antara
Kewenangan Chili, Austria, dan pembahasan satu negara
Pengujian Thailand) berbeda-beda. dengan berbagai negara.
Undang-Undang
Oleh Mahkamah
Konstitusi
Antara Indonesia
dan Beberapa
Negara di Dunia.
Lefri Mikhael Jenis Penelitian Normatif - persamaannya adalah sama
(2022) Studi Hasil penelitiannya sama melakukan penelitian
Perbandingan terdapat dua gambaran dengan pendekatan
Arah Perluasan arah perluasan perbandingan.
Kewenangan kewenangan =~ Mahkamah - perbedannya adalah pada
Mahkamah Konstitusi Indonesia yaitu objeknya.
Konstitusi anatara Judicial review dan
Republik memutus constitutional
Indonesia complaint demi kuatnya

supremasi  hukum dan

terjaminnya konstitusional.
Annisa Jenis penelitian Normatif - Persamaannya adalah
Hidayatush Hasil penelitian tersebut membahas pengujian
Sholikha (2021), adalah asas terbuka untuk peraturan perundang-
Skripsi, umum tidak diterapkan di undangan.
Kewenangan Mahkamah Agung dalam | - Sedangkan perbedaannya
Pengujian pengujian peraturan penelitian tersebut meneliti
Peraturan perundang-undangan tentang komparasi antara
Perundang- dibawah  undang-undang. hukum acara di MA dan di
undangan berbeda dengan di MK . Kalau penelitian ini
(Analisis Mahkamah Konstutusi yang itu lebih mmebahas ke
Perbandingan menggunakan proses perbandingam dalam hal
Anatara Negara beracara  sedangkan  di pengujian undang-undang
Indonesia Mahkamah Agung tidak. dua negara.

Dengan Negara
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Prancis).?

Fahril Jenis penelitian | Persamaannya adalah sama-
Firmansyah dan menggunakan  penelitian | sama  dengan  pendekatan
Eddy Pernama hukum normatif perbandingan hukum diantara
(2017),  Jurnal Hasil dari penelitiannya | kedua negara yang berkaitan
Perbandingan adalah kewenangan yang | dengan pengujian  undang-
kewenangan dilakukan oleh mahkamah | undang  terhadap  undang-
mahkamah konstitusi anatara negara | undang dasar.

konstitusi antara Indonesia dan negara Chili | - Perbedaannya adalah pada
negara republik ada pengakuan terhadap | negara yang di kaji kalau
indonesia dengan pengujian peraturan | penelitian tersebut indonesia
negara  repubik perundang-undangan dan chili sedangkan penelitian
chili?? apakah konstitusional atau | ini anatara negara indonesia

tidak konstutusional untuk
menjamin Konstitusionalitas
di suatu negara.

dan negara Uruguay.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini

menggunakan penelitian Yuridis-Normatif.

Penelitian yuridis-normatif yang digunakan untuk meneliti dan mengkaji

tentang hukum itu sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum, teori

hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum.?*

Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji tentang norma hukum dalam

perbandingan Judicial Review di negara Indonesia dan Negara Uruguay.

22 Annisa Hidayatush Solikha, “Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Analisis Perbandingan Antara Negara Indonesia dana Negara Prancis” Skrisi (Jakarta: UIN Syarif

Hidayatullah, (2021)

2 Fahril Firmansyah dan Eddy Purnama, “Perbandingan Kewenangan Mahkamah
Konstitusi Antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili” Jurnal llmiah

Hukum 1, No. 1 (2017).

24 Bambang Sunggono, “ Metodologi Penelitian Hukum” (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2007), 27-217.
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2. Pendekatan Penelitian

Penelitian pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-
undangan, konseptual, historis dan perbandingan.?® Pendekatan perundang-
undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi maupun peraturan
perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.?®
Pendekatan perundang-undangan atau statute approach bisa disebut dengan
pendekatan yuridis yang membuka bagi kesempatan peneliti guna melihat
adakah kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain, tetapi
dalam hal ini adalah perbandingan antara pengujian undang-undang di suatu
negara baik itu judicial review  dan judicial preview. Pendekatan
Konseptual conseptual approach adalah pendekatan yang dilakukan sebab
belum ada aturan hukum dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan
konseptual bersumber dari pendangan-pandangan ilmu hukum dan berasal
dari doktrim-doktrin ilmu hukum. Pendekatan historis karena nantinya akan
menunjukkan sejarah dari masing-masing pengujian undang-undang.
Pendekatan Perbandingan atau comparative approach itu pendekatan
dengan cara membandingkan dan mencari persamaan, perbedaan, temuan
baru baik dari sistem hukum dan lain sebagainya. Contoh saja sistem hukum
di Negara common law dan sistem hukum pada negara civil law. Pada
penelitian ini peneliti menggunakan perbandingan hukum judicial review di
negara yang menggunakan sistem hukum civil law atau eropa kontinental

yaitu negara Indonesia dan negara Uruguay.

2 Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif” (Malang:
Bayumedia, 2007), 391.
26 Petter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana, 2006), 93.
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3. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan
sumber bahan hukum sekunder yang dibagi antara bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Berikut bahan hukumnya:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama?®’ dalam
penelitian yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat.
Bahan hukum primer di Indonesia seperti:
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Uruguay’s Constitution of 1966, Reinstated in 1985, with
Amandments through 2004
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5) Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang undangan.

7) Codigo General del Proceso Uruguay

27 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat” (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari
teori-teori, pendapat hukum, doktrin-doktrin yang di peroleh dari artikel
ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal dan lain sebagainya dan tentunya
berkaitan dan dapat mengantarkan peneliti kepada data yang dibutuhkan
peneliti serta digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Peneliti dalam pengumpulan bahan hukum melakukan beberapa
langkah yaitu dengan inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi atau
kategorisasi.”® Mengumpulkan literasi yang relevan dan mengumpulkan
peraturan perundang-undangan adalah merupakan langkah inventarisasi.
Sistematisasi berarti diatur secara sistematis. Penggolongan bahan hukum
dan norma hukum atau perundang-undangan yang sesuai adalah langkah
klasifikasi atau kategorisasi bahan hukum guna menghasilkan penelitian
yang objektif serta akurat.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Sesuai dengan karekteristik pendekatan yang dipakai, maka teknik
analisis bahan hukum yang dipakai yaitu analisis preskriptif dengan
menggunakan logika penalaran deduktif*® yaitu menarik kesimpulan dari
umum ke khusus untuk mencari kebenaran. Intinya pola penalaran deduktif
ini adalah dari renungan konseptual atau teoritis kemudia mengamati

emprisi, setelah itu melakukan hipotesis kemudian pengukuran sebagai

28 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67.
2 Suteki dan Galang Taufani, ¢ Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik”
Ed 1, Cet 3 (Depok: Rajawalu Pers, 2020), 267.
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sarana pembuktian konsep dan teori sehingga dapat menarik kesimpulan
dari umum ke khsuus.
H. Sistematika Penulisan

Pada rencana penelitian akan dilakukan penyusunan lebih komprehensif
serta disajikan lebih variatif yang berbentuk karya ilmiah skripsi ini,
selanjutnya akan menghasilkan lima bab. Kemudian dalam setiap babnya juga
akan dilakukan perincian lebih dalam dengan sub bab, sehingga akan lebih
terskema atas sebuah bagian dari pokok pikiran utama, adapun lebih jelasnya
akan penulis uraikan pada paragraf sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang memuat tentang
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
penelitian yang relevan, kerangka teori, metedologi penelitian, dan sistematika
penulisan.

BAB 1II Landasan Teoritis, bab ini berisi landasan teoritis yang
memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ,
yang meliputi definisi dan sejarah judicial review yang juga membahas
kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bentuk dan sifat
putusan, kedudukan hukum pemohon (legal standing).

BAB III Hasil Penelitian, pada pembahasan ini nantinya akan fokus pada
hasil penelitian masalah yang telah menjadi pokok kajian peneliti. Pada bab ini
akan diuraikan tentang perbandingan judicial review di negara Indonesia dan

negara Uruguay.
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BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini penulis akan menganalisis
jawaban dari rumusan masalah kedua yang diteliti tentang perbandingan akibat
hukum di negara indonesia dan negara Uruguay.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan sebuah
rangkaian konsitensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya,

serta saran-saran bagi para penulis dan pihak-pihak yang terkait.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
1. Perbandingan Judicial Review antara Negara Indonesia dengan Negara
Uruguay adalah sebagai berikut:

Persamaan judicial review di Indonesia dan Uruguay terletak pada
sistem pengujian yaitu secara materiil (isi/substansi) maupun formil
(cara/proses), kemudian ruang lingkup pengujian judicial review dan
putusan yang tidak dapat diajukan lagi karena bersifat final dan tidak ada
upaya banding apapun. Persamaan pada legal standing adalah mencakup
keseluruhan warga negara yang kepentingannya dirugikan secara langsung
serta pengajuan permohonan judicial review. Perbedaanya adalah lembaga
yang melaksanakan judicial review dan sifat putusan yang erga omnes dan
tidak erga omnes.

2. Perbandingan Akibat Hukum Judicial Review antara Negara Indonesia
dengan Negara Uruguay adalah sebagai berikut:

Persamaan akibat hukum judicial review berakibat inkonstitusional
jika pengujian judicial review sudah terbukti tidak sesuai, kemudian
persamaan akibat hukum yang ditimbulkan bahwa peraturan antara yang
satu dengan yang lain ataupun peraturan perundang-undanga yang lebih
rendah kepada yang lebih tinggi tidak boleh saling bertentangan. Akibat
persamaan upaya hukum adalah tidak dapat mengajukan pembelaan atau

mengajukan banding. Akibat persamaan /legal standing adalah hak

108
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konstitusional warga negara terjamin dalam hal kepastian hukum yaitu
berkaitan dengan judicial review supaya terciptanya harmonisasi hukum.
Perbedaan akibat hukum judicial review di Indonesia dan Uruguay
adalah dua lembaga kekuasaan kehakiman sedangkan di Uruguay hanya
satu lembaga saja. Mahkamah Agung harus teliti dan update dengan data
putusan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum judicial review dari sifat
putusan adalah bahwa di Indonesia akibat hukum sifat putusan yang erga
omnes yaitu terjaminnya kepastian bagi semua orang karena undang-undang
maupun peraturan perundang-undangan yang sudah diputuskan oleh
Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi berlaku asas erga omnes
/untuk semua. Sedangkan akibat hukum judicial review dari sifat putusan di
Uruguay adalah hanya berdampak kepada pihak yang berperkara saja dan
hanya berdampak kepada orang yang mengajukan permohonan ke
Mahkamah Agung saja, yang dalam hal ini berarti tidak erga omnes.
B. Saran
1. Seharusnya kita bangga karena ada pembagian kewenangan lembaga
Kekuasaan Kehakiman dalam penanganan judicial review di Indonesia
memang berbeda. Adanya aturan mengenai pembagian dua wewenang kita
mempunyai point plus dalam menjaga dan melindungi konstitusi agar
terjaminnya hak konstitusional warga negara, karena Undang-Undang Dasar
adalah sebagai norma hukum tertinggi. Tetapi harus dipahami bahwa
dengan adanya dua lembaga yang berwenang dalam menangani perkara juga

harus update dengan data atau putusan yang dikeluarkan oleh putusan



110

lembaga kekuasaan kehakiman yang lainnya. Jika tidak maka akan terjadi
ketidakkonsistenan antara putusan perkara judicial review yang satu dengan
yang lainnya.

. Seharusnya pihak manapun yang berhubungan dengan putusan yang
dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan judicial review sebaiknya tunduk
dan patuh terhadap putusan ketidakkonstitusionalitasan peraturan
perundang-undangan, sehingga akan mewujudkan suatu hukum yang
berkeadilan dan tidak menyimpang dengan Konstitusi atau aturan yang telah
dibuat dan disepakati. Jangan sampai putusan yang dikeluarkan tentang
inkonstitusionalitas peraturan perundang-undangan tersebut diabaikan
begitu saja, mengingat bahwa negara hukum adalah negara yang tunduk dan

patuh pada hukum.
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